
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBERDAYAAN DAN FELINDUNGAN TENAGA K E R J A 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa bekerja merupakan bak asasi manusia yang 
dijunjung tinggi, dibormati, dan dijamin penegakannya, 
karena i tu Pemerintab Daerab berkewajiban 
memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk 
memperoleb pekerjaan yang layak, karena pekerjaaan 
merupakan sumber penghasilan bagi seseorang un tuk 
memenubi kebutuban bidup bagi dirinya dan 
keluarganya; 

b. babwa sesuai dengan kewensingan daerab dan dalam 
rangka terwujudnya pembangunan di bidang 
ketenagakerjaan, maka untuk mengoptimalkan 
peranan dan kedudukan tenaga kerja perlu adanya 
pengaturan bidang ketenagakerjaan untuk 
meningkatkan kesejahteraan; 

c. babwa dalam rangka menyelenggarakan urusan di 
bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan 
Pemerintab Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah sebagaimana telab diubab 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban 
Daerab, perlu adanya Peraturan Daerab; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam buruf a, buru f b, dan buru f c, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan 
dan Pelindungan Tenaga Kerja; 



Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerab-daerab Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Tabun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 12 Tabun 1950 tentang 
Pembentukan Daerab-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 
Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 
Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana diubab beberapa kal i terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
Undang-Undang Nomor 18 Tabun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 242, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6141); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN 
dan 

BUPATI PACITAN 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN 

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerab in i yang dimaksud dengan: 
1. Daerab adalah Daerab Kabupaten Pacitan. 

Mengingat 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupati adalah Bupati Pacitan. 
4. Dinas adalah Perangkat Daerab Kabupaten Pacitan yang melaksanakan 

urusan pemerintaban daerab di bidang ketenagakerjaan. 
5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berbubungan dengan Tenaga 

Kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudab masa kerja. 
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

mengbasilkan barang dan atau jasa baik un tuk memenuhi kebutuban 
sendiri maupun un tuk masyarakat. 

7. Pekerja/burub adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah 
atau imbalan dalam bentuk ledn. 

8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaba, badan bukum, atau 
badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan 
membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

9. Pengusaba adalah: 
a. orang perseorangan, persekutuan atau badan bukum yang menjalankan 

sesuatu perusahaan mi l ik sendiri; 
b. orang perseorangan, persekutuan atau badan bukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan 
c. orang perseorangan, persekutuan atau badan bukum yang berada d i 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huru f a 
dan b yang berkedudukan d i luar wilayah Indonesia. 

10. Perusahaan adalah: 
a. setiap bentuk usaba yang berbadan h u k u m atau tidak, mil ik orang 

perseorangan, mil ik persekutuan, atau mi l ik badan bukum, baik mil ik 
swasta maupun mil ik Negara, yang mempekerjakan pekerja/burub 
dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan 

b. usaha-usaba sosial dan usaba-usaba lain yang mempunyai pengurus 
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan 
dalam bentuk lain. 

11. Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana 
ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam 
penyusunan kebijakan, strategj, dan pelaksanaan program pembangunan 
ketenagakerjaan yang berkesinambungan. 

12. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data 
yang berbentuk angka yang telab diolab, naskab dan dokumen yang 
mempunyai art i , nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. 

13. Serikat Pekerja/Serikat Burub adalah organisasi yang dibentuk dari, oleb, 
dan un tuk pekerja/burub baik di perusahaan maupun di luar 
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan 
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak 
dan kepentingan pekerja/burub serta meningkatkan kesejahteraan 
pekerja/burub dan kluarganya. 

14. Pelatiban Kerja adalah keseluruban kegiatan untuk member, memperoleb, 
meningkatan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produkivitas, 
disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keablian 
tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 

15. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang 
mencakup aspek pengetabuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai 
dengan standar yang ditetapkan. 

16. Lembaga Pelatiban Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi 
Pemerintab, badan hokum atau perorangan yang memenubi persyaratan 
untuk menyelenggarakan pelatiban kerja. 

17. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang 
diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleb pekerjaan. 



18. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan un tuk 
mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sebingga tenaga kerja 
dapat memperoleb pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan 
kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleb tenaga kerja yang 
sesuai dengan kebutubannya. 

19. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem 
Penempatan Tenaga Kerja dalam Daerab Kabupaten Pacitan. 

20. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaba, badan bukum, atau 
badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar 
upah atau imbalan daiam bentuk lain. 

21.Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
surat persetujuan dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja AKL atau 
AKAD. 

22. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan 
mencari pekerjaan maupun yang sudab bekerja tetapi ingin pindab atau 
alib pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan dir i 
kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung 
melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. 

23. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalab keterangan 
mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik 
dalam dan luar negeri. 

24. Penyuluhan Jabatan adalab kegiatan pemberian informasi mengenai 
jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat. 

25. Bimbingan Jabatan adalab pelayanan kepada Pencari Kerja untuk 
mengetabui dan memabami gambaran mengenai potensi dir i dan dunia 
kerja, serta memilib bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, 
minat, dan kemampuan yang dimil iki . 

26. Perantaraan Kerja adalab proses mempertemukan Pencari Kerja dengan 
Pemberi Kerja sampai dengan terjadinya hubungan kerja. 

27. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat 
LPTKS adalab lembaga berbadan bukum yang telab memperoleb izin 
tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 
dalam negeri. 

28. Bursa Kerja adalab tempat pelayanan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja. 
29. Lowongan Pekerjaan adalab kesempatan yang ada atau belum cukup 

jumlab orang yang melaksanakannya yang terjadi karena perluasan 
usaba, perubahan teknis berproduksi atau ada tenaga kerja yang karena 
sesuatu bal berbenti dari pekeijaannya dan barus diisi dengan tenaga 
kerja lainnya. 

30. Hubungan Industrial adalab suatu sistem hubungan yang terbentuk 
antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang 
terdiri dari unsur pengusaba, pekerja/burub, dan pemerintab yang 
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tabun 1945. 

31 . Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaba dengan 
pekerja/burub berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur 
pekerjaan, upah dan perintab. 

32. Peraturan Perusahaan adalab peraturan yang dibuat secara tertulis oleb 
pengusaba yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 

33. Perjanjian Kerja Bersama adalab perjanjian yang merupakan basil 
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 
pekerja/serikat burub yang tercatat pada Perangkat Daerab yang 
bertanggungjawab d i bidang ketenagakerjaan dengain pengusaba atau 
beberapa pengusaba atau perkumpulan pengusaba yang memuat syarat-
syarat kerja, bak dan kean keduabelab pibak. 



34. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berbubungan dengan 
hubungan kerja, termasuk penyakit yang t imbul karena hubungan kerja, 
demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari 
rumab menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui ja lan yang 
biasa atau wajar dilalui. 

35. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja 
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang 
bilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau 
keadaan yang dialeuni oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, 
bamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 

36. Mogok Kerja adalab tindakan pekerja/burub yang direncanakan dan 
dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleb serikat pekerja/serikat 
buruh untuk mengbentikan atau memperlambat pekerjaan. 

37. Penutupan Perusahaan adalab tindakan pengusaba untuk menolak 
pekerja/burub selurubnya atau sebagian un tuk menjalankan pekerjaan. 

38. Perselisiban Hubungan Industrial adalab perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaba atau gabungan 
pengusaba dengan pekerja/burub atau serikat pekerja/serikat burub 
karena adanya perselisiban mengenai bak, perselisiban kepentingan, 
perselisiban pemutusan hubungan keija dan perselisiban antar serikat 
pekerja/serikat burub dalam satu perusahaan. 

39. Pemutusan Hubungan Kerja adalab pengakbiran hubungan kerja karena 
suatu bal tertentu yang mengakibatkan berakbimya bak dan kean antara 
pekerja/burub dan pengusaba. 

40. Perundingan bipartit adalab perundingan antara pekerja/burub atau 
serikat pekerja/serikat burub dengan pengusaba untuk menyelesaikan 
perselisiban hubungan industrial. 

41 . Anak adalab setiap orang yang berumur d i bawab 18 (delapan belas) 
tabun. 

42. Fasilitas Kesejahteraan Pekerja adalab sarana pemenuban kebutuban 
yang bersifat jasmaniab dan robaniab baik langsung maupun tidak 
langsung yang dapat mempertinggi produktivitas kerja dan ketenangan 
kerja. 

43. Tempat Kerja adalab setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, 
bergerak berpindab-pindah atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau 
sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaba dimana 
terdapat sumber-sumber babaya. 

44. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalab sistem 
penempatan tenaga kerja antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi. 

45. Antar Kerja Antar Daerab yang selanjutnya disingkat AKAD adalab 
penempatan tenaga kerja antar Provinsi d i wilayah Republik Indonesia. 

46. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalab 
penempatan tenaga kerja di luar negeri. 

47. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten 
Pacitan atau dari daerah lain yang labir d i Kabupaten Pacitan secara 
turun temurun atau berdomisili d i Kabupaten Pacitan yang dibuktikan 
dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.. 

BAB 11 
LANDASAN DAN ASAS 

Pasal 2 

Pemberdayaan dan pelindungan tenaga kerja berlandaskan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945. 



Pasal 3 

Pemberdayaan dan pelindungan tenaga kerja berdasarkan asas: 
a. kekeluargaan dan kemitraan; 
b. perencanaan dan pemberdayaan Tenaga Kerja secara berkesinambungan; 
c. persamaan, keadilan, tanpa diskriminasi, dan perlindungan bukum; 
d. peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

beserta keluarganya termasuk pada kondisi puma kerja; dan 
e. peningkatan produktivitas demi kelangsungan usaha dan keterlibatan 

peran selurub pemangku kepentingan dalam pelayanan Ketenagakerjaan. 

BAB III 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Pemberdayaan dan pelindungan tenaga kerja bertujuan: 
a. mewujudkan perencanaan Tenaga Kerja; 
b. mewujudkan sistem Pelatiban Kerja nasional d i Daerab; 
c. mewujudkan kebijakan Produktivitas kerja; 
d. mewujudkan penyediaan dan pendayagunaan Tenaga Kerja; 
e. mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan Tenaga Kerja; dan 
f. mewujudkan harmonisasi antara pekerja, Pengusaba, dan Pemerintab 

Daerah. 
Pasal 5 

Ruang lingkup pemberdayaan dan pelindungan tenaga kerja me l iput i : 
a. pelatiban kerja dan produktivitas tenaga kerja; 
b. wewenang dan tanggungjawab Pemerintab Daerab; 
c. penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; 
d. perlindungan dan pengupaban tenaga kerja; 
e. fasilitas kerja; 
f. hubungan industrial; dan 
g. jaminanSosial. 

BAB IV 
PELATIHAN K E R J A DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 6 

Penyelenggaraan Pelatiban Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi: 
a. pelatiban kerja; 
b. pelatiban berbasis kompetensi; 
c. penyelenggaraan pelatiban kerja; 
d. perizinan dan pendaftaran LPK; 
e. pembinaan LPK; dan 
f. produktivitas. 



Bagian Kedua 
Pelatihan Kerja 

Pasal 7 

(1) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleb dan/atau meningkatkan 
dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat 
dan kemampuan melalui pelatiban kerja. 

(2) Untuk dapat mengikuti pelatiban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), peserta memenubi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat 
program yang akan di ikut i . 

(3) Bagi penyandang disabilitas yang menjadi peserta pelatiban kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi secara adil dan tanpa 
diskriminasi. 

(4) Peserta pelatiban kerja yang telab menyelesaikan program pelatiban dan 
dinyatakan lulus berbak mendapatkan : 
a. sertifikat pelatiban; atau 
b. sertifikat kompetensi kerja bagi yang lulus u j i kompetensi yang 

dilaksanakan BNSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. 

Bagian Ketiga 
Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Pasal 8 

(1) Pelaksanaan pelatiban berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 buru f b merupakan interaksi antara tenaga pelatib dan peserta 
dengan menerapkan berbagai metode dan teknik pelatihan, serta 
pemanfaatan media pelatiban yang relevan un tuk mencapai tujuan 
pelatiban. 

(2) Pelaksanaan pelatiban berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan metode: 
a. pelatihan di lembaga pelatiban atau off the jobtraining; dan 
b. pelatiban di tempat kerja atau on the job training. 

Bagian Kaempat 
Penyelenggaraan Pelatihan Kerja 

Pasal 9 

(1) Pelatiban kerja dapat diselenggarakan oleb : 
a. LPK pemerintab; dan/atau 
b. LPK swasta. 

(2) LPK pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dilaksanakan oleb Dinas. 

(3) LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buru f b, dapat 
berbentuk badan bukum Indonesia atau perorangan. 

(4) Pelatiban kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatiban atau tempat 
kerja. 



Bagian Kelima 
Perizinan dan Pendaftaran 

Paragraf 1 
LPK Swasta 

Pasal 10 

(1) LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huru f b, yang 
menyelenggarakan Pelatihan Kerja bagi masyarakat umum memiliki izin 
yang diterbitkan oleb Kepala Perangkat Daerab yang membidangi 
Ketenagakerjaan. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor registrasi LPK 
oleb Kepala Perangkat Daerab yang membidangi Ketenagakerjaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 

Izin LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), berlaku 
selama LPK aktif menyelenggarakan Pelatihan Kerja. 

Pasal 12 

Untuk mendapatkan izin LPK swasta sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2), 
LPK swasta barus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala 
Perangkat Daerab yang membidangi Ketenagakerjaan. 

Pasal 13 

(1) LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 barus memenubi 
persyaratan sebagai ber ikut : 
a. tersedianya tenaga kepelatiban; 
b. adanya kur iku lum yang sesuai dengan tingkat kepelatiban; 
c. tersedianya sarana dan prasarana pelatiban kerja; dan 
d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan 

pelatiban kerja. 
(2) LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telab 

menyelenggarakan Pelatiban memberikan sertifikat kepada peserta 
pelatiban yang dinyatakan Lulus sesuai dengan program yang di ikut i . 

Pasal 14 

Penanggung jawab LPK melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerab yang 
membidangi ketenagakerjaan dalam bal terjadi perubahan penanggung jawab 
LPK atau alamat LPK. 

Pasal 15 

LPK yang telab memperoleb izin atau tanda daftar dari kepala Perangkat 
Daerab yang membidaingi ketenagakerjaan mendapatkan Akreditasi dari 
Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 



Paragraf 2 
LPK Pemerintah di Daerah dan Pelatihan di Tempat Kerja 

Pasal 16 

(1) LPK Pemerintah di Daerah dan Pelatihan di Tempat Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huru f b, yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja 
mendaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan. 

(2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleb Kepala 
Perangkat Daerab yang membidangi Ketenagakerjaan. 

Pasal 17 

Untuk mendapatkan tanda daftar LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (2), LPK Pemerintab d i Daerab dan Pelatiban di Tempat Kerja barus 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerab 
yang membidangi Ketenagakeqaan. 

Paragraf 3 
Penambahan Program Pelatihan Kerja 

Pasal 18 

(1) Dalam bal LPK swasta akan melakukan penambahan program Pelatiban 
Kerja, maka LPK swasta mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Kepala Perangkat Daerab yang membidangi Ketenagakeqaan. 

(2) LPK pemerintab di Daerab dan Pelatiban di Tempat Keqa yang akan 
melakukain penambahan program Pelatiban Keqa melaporkan secara 
tertulis kepada Kepala Perangkat Daerab yang membidangi 
Ketenagakeqaan. 

Bagian Keenam 
Pembinaan LPK 

Pasal 19 

(1) Pembinaan terhadap LPK dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu 
antara kementerian, pemerintab daerab provinsi, dan pemerintab daerab. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimeiksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
program pelatihan keqa, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, 
ketersediaan sarana dan fasilitas, instruktur, dan tenaga pelatihan, 
penerapan metode dan sistem pelatiban keqa serta manajemen LPK. 

Pasal 20 

(1) LPK melaporkan reaHsasi kegiatan pelatiban keqa kepada perangkat 
daerab yang membidangi ketenagakeq'aan secara berkala 6 (enam) bulan 
sekali. 

(2) Kepala Perangkat Daerab yang membidangi ketenagakeqaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), melaporkan rekapitulasi realisasi kegiatan 
pelatiban keqa secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala 
Perangkat Daerab yang membidangi Ketenagakeqaan Provinsi. 



Bagian Ketujuh 
Produktivitas 

Pasal 21 

(1) Bupati melaksanakan peningkatan produktivitas melalui kegiatan 
bimbingan teknis dan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. 

(2) Bimbingan teknis dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleb perangkat daerab yang membidangi ketenagakerjaan. 

Pasal 22 

(1) Pengukuran produktivitas diselenggarakan dengan prinsip valid, reliabel, 
akurat, objektif, dan akuntabel. 

(2) Pengukuran Produktivitas skala daerah dilaksanakan oleb Bupati. 

BAB V 
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 

Pasal 23 

Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Keqa, Pemerintab Daerab memiliki 
wewenang: 
a. pelayanan Antarkeqa di Daerab; 
b. penerbitan izin LPTKS dalam satu Daerah; dan 
c. pengelolaan IPK dalam Daerah. 

Pasal 24 

(1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkeqa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 huru f a, Pemerintab Daerab mempunyai tugas 
melaksanakan layanan Antarkeqa. 

(2) Layanan Antarkeqa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. IPK; 
b. penyuluhan dan bimbingan jabatan; dan 
c. perantaraan keqa. 

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintab Daerab melakukan pembinaan terhadap pelayanan Antarkeqa 
di tingkat kecamatan dengan menyiapkan sumber daya manusia 
pelayanan Antarkeqa. 

Pasal 25 

(1) Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 huru f b, Pemerintah Daerah mempunyai tugas: 
a. menerbitkan dan mencabut SIU LPTKS AKL; 
b. menerbitkan SIU LPTKS AKL perpanjangan; dan 
c. menerbitkan SIU LPTKS AKL perubahan. 

(2) Untuk memperoleb SIU LPTKS AKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
barus mengajukan permohonan secara manual atau melalui online 
system. 



Pasal 26 

(1) SIU LPTKS AKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan un tuk 
jangka waktu paling lama 5 (lima) tabun. 

(2) SIU LPTKS AKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
dipergunakan un tuk kepentingan lain, selain dari Pelayanan Penempatan 
Tenaga Kerja. 

Pasal 27 

LPTKS AKL yang telab mendapatkan SIU LPTKS AKL dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) tabun sejak izin diterbitkan melakukan Pelayanan 
Penempatan Tenaga Keqa. 

Pasal 28 

SIU LPTKS AKL dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) 
Tabun. 

Pasal 29 

(1) LPTKS AKL dapat mengajukan perubaban SIU LPTKS AKL, dalam b a l : 
a. penanggung jawab LPTKS AKL berbalangan tetap sebingga tidak dapat 

menjalankan fungsi manajerial Perusabaan; dan 
b. teqadi perubaban alamat LPTKS AKL. 

(2) Setiap perubaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPTKS AKL 
melapor kepada Kepala Perangkat Daerab yang membidangi 
ketenagakeqaan. 

Pasal 30 

Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan IPK dalam Daerab 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 buru f c, Pemerintah Daerab 
mempunyai tugas: 
a. memberikan pelayanan IPK dan informasi jabatan kepada Pencari Keq'a 

dan Pemberi Keqa skala Daerab; dan 
b. mengumpulkan, mengolab, analisis, dan menyebarluaskan IPK skala 

Daerab. 

Bagian Kedua 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

Pasal 31 

(1) Dalam rangka pelindungan sebelum bekeqa kepada pekerja migran 
Indonesia, Pemerintab Daerab melakukan sosialisasi informasi dan 
permintaan pekeqa migran Indonesia dari pemerintab pusat kepada 
masyarakat dengan melibatkan keluraban. 

(2) Pelindungan setelah bekeqa kepada pekerja migran Indonesia meliputi: 
a. fasilitasi kepulangan sampai daerab asal; 
b. penyelesaian bak pekeqa migran indonesia yang belum terpenubi; 
c. fasilitasi pengurusan pekeq'a migran indonesia yang sakit dan 

meninggal dunia; 
d. rebabilitasi sosial dan reintegrasi sosiai; dan 
e. pemberdayaanpekeqa migran indonesia dan keluarganya. 

(3) Pemerintab Daerab memberikan pelindungan bukum terhadap pekerja 
migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, bukum negara tujuan penempatan, serta bukum dan 
kebiasaan intemasional. 



(4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan 
pelindungan sosial bagi calon pekeqa migran Indonesia dan/atau pekeqa 
migran Indoriesia mela lu i : 
a. peningkatan kualitas melalui standardisasi; 
b. peningkatan peran sertifikasi; 
c. penyediaan tenaga kompeten; 
d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik 

terhadap Pekeqa Migran Indonesia maupun keluarganya; 
e. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak; dan 
f. penyediaan pusat Pelindungan Pekeqa Migran Indonesia di negara 

tujuan penempatan. 
(5) Pemerintab Daerab sesuai dengan kewenangannya melakukan 

pelindungan ekonomi bagi calon pekeqa migran Indonesia dan/atau 
pekeqa migran Indonesia melalui: 
a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau 

lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan 
penempatan; 

b. edukasi keuangan agar pekeqa migran Indonesia dan keluarganya 
dapat mengelola hasil remitansinya; dan 

c. edukasi kewirausahaan. 

Bagian Ketiga 
Perpanjangan RPTKA dan Notifikasi 

Pasal 32 

(1) Perpanjangan RPTKA dan Notifikasi untuk Tenaga Keq'a Asing yang lokasi 
keq'a d i wilayah Daerab diterbitkan oleb Kepala Perangkat Daerab yang 
membidangi Ketenagakeqaan. 

(2) Pemberi Keqa Tenaga Keqa Asing yang akan melakukan perpanjangan 
RPTKA dan Notifikasi barus mengajukan permohonan secara tertulis atau 
online kepada Kepala Perangkat Daerab yang membidangi 
Ketenagakeqaan dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam bal perpanjangan RPTKA dan Notifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleb Perangkat Daerab yang membidangi 
pelayanan terpadu satu pintu, maka Pemberi Keqa Tenaga Keqa Asing 
mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerab yang membidangi 
Ketenagakeqaan. 

BAB VI 
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN 

KESEMPATAN K E R J A 

Bagian Kesatu 
Penempatan Tenaga Kerja 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 33 

Setiap tenaga keqa mempunyai bak dan kesempatan yang sama untuk 
memilib, mendapatkan, atau pindab pekeq'aan dan memperoleb 
penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri. 



Pasal 34 

(1) Penempatan tenaga keqa dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, 
obyektif, Serta adil dan setara tanpa diskriminasi. 

(2) Penempatan tenaga keqa diarabkan untuk menempatkan tenaga 
keqa pada Jabatan yang tepat sesuai dengan keablian, 
keterampilan, bakat, minat dan Kemampuan dengan memperlibatkan 
barkat, martabat, bak asai dan perlindungan Hukum. 

(3) Penempatan tenaga keqa dilaksanakan dengan memperbatikan 
pemerataan Kesempatan keqa dan penyediaan tenaga keqa sesuai dengan 
kebutuban. 

Pasal 35 

(1) Setiap perusabaan melaporkan informasi lowongan keqa kepada 
Perangkat Daerab yang membidangi Ketenagakeqaan. 

(2) Persyaratan dan tata cara pelaporan informasi tenaga keqa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleb Perangkat Daerab yang membidangi 
Ketenagakeq'aan. 

(3) Dinas menyiapkan sistem teknologi informasi tenaga keqa yang 
terintegrasi lintas sektoral yang mudab diakses oleb masyarakat secara 
luas. 

(4) Proses rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja tidak dipungut 
biaya kecuali un tuk golongan dan jabatan tertentu. 

Paragraf 2 
Tenaga Kerja Disabilitas 

Pasal 36 

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan 
kesempatan untuk mendapatkan pekeq'aan secara adil dan tanpa 
diskriminasi. 

(2) Setiap perusabaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama 
kepada penyandang disabilitas dengan memperkeqakan penyandang 
disabilitas di Perusahaan secara adil dan tanpa diskriminasi. 

(3) Badan Usaba Mil ik Negara dan Badan Usaba Mil ik Daerab yang 
berkedudukan d i Daerab mempekeq'akan paling sedikit 2% (dua persen) 
penyandang disabilitas dari jumlab pegawai atau pekeqa. 

(4) Peusabaan swasta yang berkedudukan di Daerab mempekerjakan paling 
sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlab pegawai atau 
pekeqa. 

(5) Badan Usaba Mil ik Negara dan Badan Usaba Milik Daerab serta 
perusabaan swasta yang berkedudukan di Daerab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) melaporkan penempatan tenaga keq'a 
penyandang disabilitas kepada Perangkat Daerab yang membidangi 
Ketenagakeqaan. 

Paragraf 3 
Tenaga Kerja Lokal Dan Warga Sekitar 

Pasal 37 

(1) Setiap perusabaan dapat melakukan bubungan kerjasama dengan 
lembaga pendidikan di Daerab untuk menampung Tenaga Keqa Lokal. 



(2) Perusahaan lebih terbuka dalam pengembangan Pola Kemitraan sesuai 
dengan kondisi perusabaan dan budaya masyarakat setempat. 

(3) Mekanisme penyaluran tenaga keqa sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) disesuaikan dengan kompetensi maupun keablian yang 
dibutubkan oleb perusabaan. 

Pasal 38 

(1) Dalam penanganan pengangguran dan penerimaan tenaga keqa, 
perusabaan memberikan kesempatan terhadap Tenaga Keqa Lokal dengan 
lebib mengutamakan warga sekitar sesuai dengan kebutuban perusabaan 
tanpa mengesampingkan standar kompetensi tenaga keqa yang 
dibutubkan oleb perusabaan yang bersangkutan. 

(2) Pelaksanaan dalam penyiapan dan penempatan tenaga keq'a sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas yang menangani 
ketenagakeq'aan secara terbuka dan transparan. 

(3) Dalam hal lowongan pekeq'aan dengan keablian kbusus tidak dapat diisi 
dengan Tenaga Kerja Lokal dan warga sekitar, dapat diisi dengan tenaga 
keqa dari luar Daerab. 

(4) Keablian Kbusus yang dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan 
sertifikat Keablian dan/atau ijazab. 

Bagian Kedua 
Perluasan Kesempatan Keija 

Pasal 39 

(1) Pemerintab Daerab bertanggungjawab melaksanakan strategi perluasan 
kesempatan keq'a baik di dalam maupun d i luar bubungan keqa sesuai 
dengan kebutuban pembangunan di Daerah. 

(2) Perluasan kesempatan keq'a d i luar bubungan keqa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang 
produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber 
daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna. 

(3) Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan 
meledui po la : 
a. pembentukan dan pembinaan tenaga keqa mandiri ; 
b. terapah teknologi tepat guna; 
c. wirausaba baru; 
d. perlunasan kerja sistem padat karya; 
e. alib profesi; 
f. pendayagunaan tenaga keqa sukarela;atau 
g. pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan 

kerja. 
(4) Pemerintab daerab memfasilitasi terbukanya kesempatan keqa dalam 

bentuk kegiatan produktif berupa pelatiban berbasis kompetensi dan 
kewirausahaan. 

Pasal 40 

PemerintabDaerab dapat memfasilitasi pengusaba dan lembaga keuangan 
baik perbankkan maupun non perbankkan, un tuk membantu memberikan 
kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau 
mengembangkan perluasan kesempatan keq'a. 



Pasal 41 

(1) Dalam rangka melaksanakan strategi perluasan kesempatan keq'a 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pemerintaban Daerab dapat 
membentuk forum koordinasi. 

(2) Pembentukan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan melibatkan unsur Pemerintaban Daerab dan 
masyarakat yang terdiri d a r i : 
a. unsur Pemerintaban Daerah berasal dari Perangkat Daerab yang 

bertanggungjawab di bidang ketenagakeqaan, bidang penanaman 
modal, dan bidang perdagangan; dan 

b. unsur masyarakat berasal dari perwakilan asosiasi penguseiba di 
Daerab. 

(3) Ketentuan lebib lanjut mengenai pembentukan forum koordinasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

BAB VII 
PERLINDUNGAN DAN PENGUPAHAN TENAGA K E R J A 

Bagian Kesatu 
Perlindungan 

Pasal 42 

(1) Setiap pekeq'a/burub berbak mendapatkan perlindungan atas : 
a. Keselamatan dan kesehatan keqa; 
b. hygiene perusabaan dan lingkungan keqa; 
c. moral dan kesusilaan;dan 
d. Perlakuan yang sesuai dengan barkat martabat manusia serta nilai-nilai 

agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. 
(2) Selain bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

perusahaan juga berkean untuk : 
a. menyediakan antar jemput dairi akses ja lan raya terdekat dengan 

tempat tinggal hingga ke perusabaan bagi pekeqa perempuan yang 
bekerja pada malam bari ; 

b. menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 
kerja yang terintregasi dengan sistem manajemen perusabaan, yang 
dibuktikan dengan sertifikat sistem manajemen keselamatan 
dan kesehatan keq'a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

c. memiliki tenaga keq'a di bagian personalia yang telab mengikuti 
Pendidikan dan Pelatiban Kader Norma Ketenagakerjaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang ahl i keselamatan dan kesehatan 
keq'a umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

e. menyediakan alat pelindung dir i sesuai Standar Nasional Indonesia 
secara cuma-cuma sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

f. melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi setiap pekeqa paling 
sedikit 1 (satu) tahun sekali. 

(3) Perlindungan keqa dan syarat-syarat keq'a bagi pekeq'a/burub yang 
memiliki bubungan peq'anjian keqa un tuk wsiktu tertentu, mendapatkan 
perlindungan dan syarat-syarat keq'a yang sama dengan pekerja/burub 
perjanjian keq'a waktu tidak tertentu. 



Pasal 43 

(1) Setiap sarana dan prasarana produksi, baik berdiri sendiri maupun 
dalam satu kesatuan yang mempunyai potensi kecelakaan, peledakan, 
kebakaran, keracunan, penyakit akibat hubungan kerja dan timbulnya 
babaya lingkungan keqa memenubi syarat-syarat keselamatan dan 
kesebatan kerja, bigienis perusahaan, lingkungan kerja, 

(2) Penerapan syarat-syarat keselamatan dan kesebatan kerja, bigienis 
perusahaan, lingkungan keqa berlaku un tuk setiap tabap pekeq'aan 
perancangan, pembuatan, pengujian, pemakaian atau penggunaan dan 
pembongkaran atau pemusnaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

(3) Untuk memenubi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
barus dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik, serta pengujian 
secara teknis oleb Pegawai Pengawas Ketenagakeq'aan atau Perusahaan 
Jasa Keselamatan dan Kesebatan Keqa yang ditunjuk sesuai dengan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

(4) Dalam bal peralatan yang telab dilakukan pemeriksaan dan pengujian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memenubi persyaratan keselamatan 
dan kesehatan keqa sesuai dengan tahapan pekeq'aan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diberikan pengesahan pemakaian. 

Pasal 44 

(1) Setiap pengusaba melaksanakan ketentuan waktu keqa : 
a. 7 (tujub) j am dalam sebari atau 40 (empat pulub) j am dalam seminggu 

untuk 6 (enam) bari keq'a dalam seminggu; atau 
b. 8 (delapan) j am dalam sebari atau 40 (empat pulub) j am dalam 

seminggu untuk 5 (lima) bari keq'a dalam seminggu. 
(2) Ketentuan waktu keqa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak 

berlaku bagi sektor pekeq'aan/usaba tertentu sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengusaha yang mempekeq'akan pekeq'a/burub melebihi waktu keq'a 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : 
a. ada persetujuan pekeq'a/burub yang bersangkutan; 
b. paling banyak 3 (tiga) j am dalam sebari dan 14 (empat belas) j am 

dalam seminggu; 
c. membayar upab keqa lembur pabng sedikit sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 
d. memberikan waktu istirabat kepada pekeq'a/burub paling singkat 15 

(lima belas) menit bagi pekeq'a/burub sebelum melaksanakan lembur 2 
(dua) j am atau lebih. 

(4) Pengusaba memberikan istirabat dan cuti kepada pekerja/burub, yang 
me l iput i : 
a. istirabat antara j am keq'a, paling sedikit 30 (tiga pulub) menit setelab 

bekeqa selama 4 (empat) j am terus menerus; 
b. istirabat mingguan 1 (satu) bari un tuk 6 (enam) bari keq'a dalam 1 

(satu) minggu atau 2 (dua) bari untuk 5 (lima) bari keqa dalam 1 (satu) 
minggu; 

c. istirabat pada bari l ibur nasional yang ditetapkan Pemerintab; 
d. istirabat/cuti tabunan paling sedikit 12 (dua belas) bari keq'a setelab 

bekeqa 12 (dua belas) bulan secara terus; 
e. istirabat bagi pekeq'a/burub perempuan yang melabirkan selama 1,5 

(satu koma lima) bulan sebelum melabirkan dan 1,5 (satu koma lima) 
bulan sesudab melabirkan; 



f. istirabat selama 1,5 (satu koma lima) bulan bagi pekeq'a/burub 
perempuan yang mengalami keguguran kandungan atau sesuai dengan 
surat keterangan dokter kandungan/bidan. 

(5) Pengusaba memberikan l ibur kepada pekerja/burub dengan tanpa 
mengurangi upah dan bak-baknya, pada bari bbur yang ditetapkan oleb 
Pemerintab. 

Pasal 45 

Perusabaan di larang: 
a. mempekeq'akan anaik yang berumur dibawab 18 (delapan belas) tabun; 

dan/atau 
b. mempekerjakan pekeq'a/burub perempuan pada malam bari disaat masa 

menyusui sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan. 

Bagian Kedua 
Pengupaban 

Pasal 46 

(1) Kebijakan pengupaban diarabkan untuk pencapaian penghasilan yang 
memenubi penghidupan yang layak bagi pekeq'a/burub. 

(2) Dalam rangka mewujudkan penghidupan yang layak bagi pekerja/burub 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditetapkan upab minimum 
dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekeqa tanpa 
mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusabaan 
serta perkembangan perekonomian pada umumnya. 

(3) Upab minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) banya berlaku bagi 
pekeqa lajang yang mempunyai masa keqa kurang dari 1 (satu) tabun. 

Pasal 47 

(1) Pengusaba menetapkan besaran upab bagi pekerja/burub yang sudab 
memiliki masa keqa 1 (satu) tabun atau lebib dengan berpedoman pada 
struktur dan skala upab. 

(2) Struktur dan skala upab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
oleb pengusaba dengan memperbatikan golongan, jabatan, masa keqa, 
pendidikan dan kompetensi. 

(3) Pengusaba yang melakukan pembayaran upab dibawab Upab Minimum 
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-
Undangan. 

Pasal 48 

(1) Bagi pekeq'a/burub dengan sistem keq'a borongan atau sistem barian 
lepas dilaksanakan 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, 
upab rata-rata sebulan serendab-rendabnya sebesar upab minimum yang 
dilaksanakan di perusabaan yang bersangkutan. 

(2) Upah pekeq'a/burub barian lepas, ditetapkan secara bulanan yang 
dibayarkan berdasarkan jumlab bar i kebadiran dengan perbitungan upab 
sebari : 
a. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam 

seminggu, upab bulanan dibagi 25 (dua pulub lima); dan 
b. bagi perusabaan dengan sistem waktu keqa 5 (lima) haxi dalam 

seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua pulub satu). 



Pasal 49 

(1) Kekurangan atas pembayaran upah dan/atau tidak dibayarkannya upab 
selama proses PHK merupakan utang yang dibayar oleb pengusaba pada 
pekeqa/burub. 

(2) Tuntutan atas kekurangan upab dan/atau tidak dibayarkannya upab 
selama proses PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja dapat 
mengajukan gugatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 50 

(1) Pengusaba memberikan THR kepada pekerja/burub yang telab 
mempunyai masa keqa 1 (satu) bulan. 

(2) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tabun. 

(3) Pekeq'a/burub yang mempunyai masa keqa 1 (satu) bulan tetapi kurang 
dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proporsional dengan masa 
keqa. 

(4) Pekeqa yang telah mempunyai masa keq'a 12 (dua belas) bulan atau lebib 
secara terus menerus mendapatkan THR paling sedikit sebesar 1 (satu) 
bulan upab. 

(5) Upab satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) 
adalab upab pokok ditambab tunjangan-tunjangan tetap. 

(6) Waktu pembayaran THR diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum 
bari raya keagamaan. 

BAB VIII 
FASILITAS K E R J A 

Bagian Kesatu 
Kesempatan Berlbadah 

Pasal 51 

(1) Pekeq'a/burub memiliki bak dalam melaksanakan ibadah dan 
keyakinannya. 

(2) Pengusaba memberikan kesempatan yang cukup kepada pekeq'a/burub 
untuk melaksanakan ibadab dan keyakinannya. 

(3) Kesempatan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
menyediakan waktu, tempat dan prasarana untuk melaksanakan ibadab 
dan keyakinannya. 

Bagian Kedua 
Fasilitas Kesejahteraan 

Pasal 52 

(1) Setiap perusabaan menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas 
kesejahteraan pekeq'a/burub, antara lain : 
a. ruang laktasi (tempat/ruang ibu menyusui bayinya); 
b. fasilitas seragam keq'a beserta tempatnya; 
c. fasilitas keselamatan dan kesebatan keqa; 
d. fasilitas beribadab yang memadai dan representatif sebanding dengan 

jumlab pekeq'a/burub; 
e. tempat olab raga yang memadai dan representatif; 
f. kant in; 



g. fasilitas kesehatan dan poliklinik; 
h . fasilitas rekreasi paling sedikit 1 (satu) kal i setiap tahun; 
i . fasilitas istarahat; 

j . memfasilitasi terbentuknya koperasi; dan/atau 
k. tempat parkir d i area perusahaan yang memadai dan representatif. 

(2) Penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekeqa/buruh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperbatikan 
kebutuban pekerja/burub dan kemampuan perusabaan. 

BAB DC 
HUBUNGAN INDUSTRIAL 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 53 

(1) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pemerintab Daerab 
mempunyai fungsi : 
a. menetapkan kebijakan; 
b. memberikan pelayanan dan pembinaan; 
c. melaksanakan pengawasan; dan 
d. melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-

undangan. 
(2) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, pekeqa/burub dan serikat 

pekeqa/serikat burub mempunyai fungsi : 
a. menjalankan pekeq'aan sesuai dengan keannya; 
b. menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi; 
c. menyalurkan aspirasi secara demokratis; 
d. mengembangkan keterampilan dan keabliannya; 
e. ikut memajukan perusabaan; dan 
f. memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 

(3) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, pengusaba dan organisasi 
pengusaba mempunyai fungsi : 
a. menciptakan kemitraan; 
b. mengembangkan usaba; 
c. memperluas lapangan keqa; dan 
d. memberikan kesejahteraan pekeq'a/burub secara terbuka, demokratis, 

dan berkeadilan. 
Bagian Kedua 

Lembaga Kerjasama Tripartit 

Pasal 54 

Pemerintah Daerah membentuk dan mengoptimalkan Lembaga Keqasama 
Tripartit. 

Pasal 55 

(1) Lembaga Keq'asama Tripartit memberikan pertimbangan, saran, masukan, 
maupun rekomendasi kepada Pemerintah Daerab dalam penyusunan 
kebijakan dan pemecaban masalab ketenagakerjaan. 

(2) Lembaga Keqasama Tripartit mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) 
bulan sekali. 



Pasal 56 

(1) Pengusaha/organisasi pengusaha, pekeqa/buruh dan/atau serikat 
pekerja/serikat burub melaksanakan pola kemitraan dalam hubungan 
industrial d i perusabaan. 

(2) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial d imaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan saling mengbormati bak dan kean masing-masing 
sebingga tercipta ik l im keqa yang barmonis dan dinamis. 

Pasal 57 

Pengusaba dapat membantu pembayaran iuran serikat pekeqa/serikat burub 
melalui pemotongan upab tiap bulan atas pengajuan serikat pekeqa/serikat 
burub sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 58 

Pengusaba menfasilitasi penyediaan ruang untuk serikat pekerja/serikat 
burub yang ada di perusabaan sesuai dengan kebutuban dan kemampuan 
pengusaba. 

Bagian Ketiga 
Pengesahan Peraturan Perusahaan 

Pasal 59 

Pengesaban Peraturan Perusabaan dilakukan oleb Kepala Perangkat Daerab 
yang membidangi ketenagakeqaan, untuk perusabaan yang terdapat banya 
dalam wilayah daerab. 

Pasal 60 

(1) Pengusaba barus mengajukan permohonan pengesaban Peraturan 
Perusahaan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
Ketenagakeqaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, 

(2) Permohonan pengesaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
dengan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Proses penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) bari keqa sejak dokumen dan 
materi telah memenuhi persyaratan. 

(4) Dalam bal d i perusabaan sedang dilakukan perundingan pembuatan 
Peq'anjian Keqa Bersama dan masa berlaku peraturan perusabaan telab 
berakbir, maka pengusaba dapat mengajukan permohonan perpanjangan 
masa berlaku Peraturan Perusabaan. 

(5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 
1 (satu) tabun. 

Pasal 61 

(1) Dalam bal perusabaan akan mengadakan perubaban isi Peraturan 
Perusabaan dalam tenggang waktu masa berlakunya Peraturan 
Perusahaan, maka dalam hal perubaban tersebut menjadi lebib rendab 
dari Peraturan Perusabaan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, maka perubaban tersebut 
disepakati oleb Serikat Pekerja/Serikat Burub dan/atau wakil 
Pekeqa/Burub. 



(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmendapat 
pengesaban kembali dari Kepala Perangkat Daerab yang membidangi 
Ketenagakeqaan. 

(3) Apabila perubaban Peraturan Perusahaan tidak mendapat pengesaban 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka perubaban dianggap tidak 
ada. 

Pasal 62 

(1) Pengusaba mengajukan pembabaruan Peraturan Perusabaan paling lama 
30 (tiga pulub) bari keqa sebelum berakbir masa berlakunya Peraturan 
Perusabaan, kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
ketenagakeqaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 un tuk mendapat 
pengesahan. 

(2) Pengajuan pengesaban pembabaruan Peraturan Perusabaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) barus memenubi persyaratan sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2). 

(3) Pembabaruan peraturan perusabaan memperbatikan saran dan 
pertimbangan wakil pekeq'a/burub. 

Pasal 63 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengesaban, 
perubaban, dan pembabaruan peraturan perusabaan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Perjanjian Kerja 

Pasal 64 

(1) Perjanjian Keq'a dibuat antara pengusaba dan pekeqa /burub. 
(2) Perjanjian keq'a sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara 

tertulis. 
(3) Peq'anjian keqa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat atas dasar: 

a. kesepakatan kedua belab pibak; 
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan bukum; 
c. adanya pekeq'aan yang dipeqanjikan; dan 
d. pekerjaan yang dipeqanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan. 
(4) Isi peq'anjian keq'a sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleb 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 65 

(1) Peq'anjian keqa untuk waktu tertentu dicatatkan oleb pengusaba kepada 
Dinas paling lambat 7 (tujub) bari setelab penandatanganan peq'anjian 
keqa. 

(2) Pengusaba yang melakukan pengangkatan pekeq'a/burub sebagai pekeqa 
tetap memberikan surat keputusan pengangkatan kepada pekerja/burub 
paling lambat 7 (tujub) bari setelab pengangkatan. 

Pasal 66 

(1) Peq'anjian keqa waktu tertentu tidak dapat diadakan un tuk pekeq'aan 
yang bersifat tetap. 



(2) Perjanjian keqa waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekeq'aan 
tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekeijaannya akan 
selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
b. peq'anjian keqa waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu 

tertentu dapat diadakan waktu paling lama 2 (dua) tahun dan hanya 
boleh diperpanjang 1 (satu) kal i un tuk jangka waktu paling lama 1 
(satu) tabun; 

c. pekeq'aan yang bersifat musiman; dan 
d. pekeq'aan yang berbubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masib dalam percobaan atau perpajakan. 
(3) Pengusaba yang akan melaksanakan bubungan keqa dengan sistem 

perjanjian keqa waktu terentu memberitabukan secara tertulis kepada 
Dinas paling lama 14 (empat belas) bari keq'a sebelum ditandatangani 
peq'anjian. 

(4) Dalam bal sistem peq'anjian keqa waktu tertentu tidak memenubi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan 
pemeriksaan lapangan paling lama 14 (empat belas) bari kerja sejak 
pemberitabuan diterima. 

(5) Dalam bal basilpemeriksaan lapangan terhadap sistem perjanjian keq'a 
waktu tertentu terbukti tidak memenubi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) maka berubab menjadi peq'anjian keqa waktu 
tidak tertentu. 

(6) Pengusaba yang menerapkan sistem bubungan keq'a dengan perjanjian 
kerja waktu tertentu membayar upab serendab-rendabnya sesuai dengan 
upab minimum. 

(7) Ketentuan lebib lanjut mengenai perubaban dari perjanjian keq'a waktu 
tertentu ke peq'anjian keqa waktu tidak tertentu diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

Pasal 67 

(1) Peq'anjian keqa berakbir apabila: 
a. pekeqa meninggal dunia; 
b. berakbimya jangka waktu peq'anjian keqa; 
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan 

lembaga penyelesaian perselisiban bubungan industrial yang telab 
mempunyai kekuatan bukum tetap; 

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 
peq'anjian keqa, peraturan perusabaan, atau peq'anjian keq'a 
bersama yang dapat menyebabkan berakbimya bubungan keqa; atau 

e. kedua belab pibak sepakat un tuk mengakbiri peq'ajian kerja. 
(2) Peq'anjian kerja tidak berakbir karena meninggalnya pengusaba atau 

beralibnya bak atas perusabaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, 
atau bibab. 

(3) Dalam bal teqadi pengalihan pemsabaan maka bak-bak pekerja/burub 
menjadi tanggung jawab pengusaba baru, kecuali ditentukan lain dalam 
peq'anjian pengalihan yang tidak mengurangi bak-bak pekeq'a/burub. 

(4) Dalam bal pengusaba, oraing perseorangan, meninggal dunia, abli waris 
pengusaba dapat mengakbiri peq'anjian kerja setelab merundingkan 
dengan pekeqa/bumb. 

(5) Dalam bal pekerja/burub meninggal dunia, abli waris 
pekerja/burub berbak mendapatkan bak-baknya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan atau bak-bak yang telab diatur dalam peq'anjian 
keqa, peraturan perusabaan, atau peq'anjian keqa bersama. 



Pasal 68 

Pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya 
melekat pada pekerja sebagai jaminan. 

Pasal 69 

(1) Pengusaha wajib mendaftarkan Peq'anjian Keqa kepada Perangkat Daerab 
yang membidangi ketenagakerjaan. 

(2) Pendaftaran Peq'anjian Keqa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan: 
a. sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat keqa 

yang dilaksanakan di Perusahaan; dan 
b. sebagai rujukan utama dalam bal teqadi perselisiban pelaksanaan 

Perjanjian Keq'a. 
(3) Permohonan pendaftaran Perjanjian Keqa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 70 

Pendaftaran Peq'anjian Keqa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
dilakukan oleb Kepala Perangkat Daerab yang membidangi Ketenagakeqaan. 

Pasal 71 

Ketentuan lebib lanjut mengenai tata cara pendaftaran Peq'anjian Keqa diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Kelima 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 72 

Dalam bal teqadi perselisiban Hubungan Industrial, penyelesaian perselisiban 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 73 

Untuk mencegab teqadinya perselisiban Hubungan Industrial, para pibak 
melakukan hal-bal sebagai berikut: 
a. pibak Pengusaba agar: 

1. memenubi bak-bak Pekeqa/Burub; dan 
2. membangun komunikasi yang baik dengan pibak Pekeqa/Burub. 

b. pibak Pekeqa/Burub agar: 
1. melakukan pekeq'aannya dengan penub tanggungjawab; dan 
2. membangun komunikasi yang baik dengan pihak Pengusaba maupun 

dengan Serikat Pekeqa/Serikat Burub. 



Paragraf 2 
Mediasi 

Pasal 74 

(1) Dinas melakukan fasilitasi/mediasi terkait perselisihan yang teqadi d i 
perusahaan sesuai dengan ketentuan peaturan perundang-undangan. 

(2) Jumlah pegawai fungsional mediasi hubungan industial sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan secara proporsional dengan jumlah 
perusahaan yang ada secara bertahap 

Paragraf 3 
Mogok Kerja 

Pasal 75 

(1) Mogok keq'a sebagai bak dasar pekerja/burub dan serikat pekeqa/serikat 
burub dilakukan secara sab, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya 
perundingan 

(2) Mogok keqa tidak sab apabila dilakukan : 
a. bukan akibat gagalnya perundingan; 
b. tanpa pemberitabuan kepada pengusaba dan instansi yang 

bertanggungjawab di bidang ketenagakeq'aan; 
c. dengan pemberitabuan kurang dari 7 (tujub) bari sebelum peaksanaan 

mogok keqa; dan/atau 
d. isi pemberitabuan tidak memuat paling sedikit mengenai waktu (hari, 

tanggal dan jam) dimulai dan diakbir i mogok keqa, tempat mogok 
keqa, alasan dan sebab-sebab mengapa barus melakukan mogok 
kerja, dan tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing 
ketua dan sekretaris serikat pekeq'a/serikat burub sebagai penanggung 
jawab mogok keqa. 

(3) Pekerja/burub dan serikat pekeqa/serikat burub memberitabukan 
secara tertulis kepada pengusaba dan Dinas paling lambat dalam waktu 7 
(tujub) bari keqa sebelum mogok keqa dilaksanakan. 

(4) Pemberitabuan sebagaimana pada ayat (3) paling sedikit memuat : 
a. waktu (hari,tangg£d, dan jum) dimulai dan diakbiri mogok keqa; 
b. tempat mogok keqa; 
c. alasan dan sebab-sebab mengapa hams melakukan mogok keq'a; dan 
d. tanda tangan ketua dan sekretarisdan/atau masing-masing ketua dan 

sekretaris serikat pekeqa/serikat b u m h sebagai penganggung jawab 
mogok keq'a. 

(5) Dalam hal mogok keqa akan dilakukan oleb pekeq'a/bumb yang tidak 
menjadi anggota serikat pekeqa/serikat b u m b maka pemberitabuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleb perwakian 
pekeqa/bumb yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung 
jawab mogok keqa. 

Pasal 76 

(1) Mogok keq'a yang dilakukan secara tidak sab sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 75 ayat (2) dikualifikasikan sebagai mangkir. 

(2) Dalam bal mogok keqa dilakukan sebagaim£ina dimaksud pada ayat (1), 
pengusaba dapat mengambil tindakan sementara dengan cara : 
a. melarang para pekeqa/bumb yang mogok kerja berada di lokasi 

kegiatan proses produksi; atau 



b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok keqa berada d i 
lokasi perusabaan. 

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan demi 
menyelamatkan alat produksi dan aset perusabaan. 

(4) Pengusaba dapat memanggil kembali pekeqa/burub yang mogok keqa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) un tuk kembali bekeqa sebanyak 2 
(dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) bari dalam 
bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. 

(5) Pekerja/burub yang tidak memenubi panggilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dianggap mengundurkan dir i . 

Pasal 77 

Pelaksanaan mogok keqa bagi pekerja/burub yang bekeqa pada perusabaan 
yang melayani kepentingan umum dan/atau perusabaan yang jenis 
kegiatannya membahayakan keselamatan j iwa manusia, dilakukan oleb para 
pekeqa/burub yaing tidak sedang melaksanakan tugas. 

Pasal 78 

Dalam bal pekeqa/burub yang melakukan mogok keqa secara sab dalam 
melakukan tuntutan bak normatif yang sunggub-sunggub dilanggar oleb 
pengusaba maka pengusaba tetap membayar upab pekeqa/burub. 

Pasal 79 

(1) Dinas melakukan upaya penyelesaian perselisiban Hubungan Industrial 
sebelum teqadinya mogok keq'a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74. 

(2) Pada saat menerima pemberitabuan mogok keq'a sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 74, Dinas memeriksa isi surat pemberitabuan tersebut 
dan memberikan bukt i tanda terima, sebagai bukt i babwa mogok keq'a 
yang akan dilakukan oleb pekeqa/burub atau serikat pekeqa/serikat 
burub telab sab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dinas wajibmelakukan pengawalan dan monitoring saat berlangsungnya 
mogok keq'a dan menjamin mogok keqa dapat dilakukan dengan aman 
dan tertib sesuai dengan yang direncanakan dalam surat pemberitabuan. 

Pasal 80 

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan melakukan upaya 
pencegaban perselisiban Hubungan Industrial sebelum teqadinya mogok 
keqa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam bal Pekeqa/Burub melakukan mogok keq'a secara sab, siapapun 
dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk apapun kepada 
Pekeqa/Burub baik sebelum, selama, maupun setelab pelaksanaan mogok 
keqa. 

Bagian Keenam 
Berakbimya Hubungan Kerja 

Paragraf 1 
Pemutusan Hubungan Kerja 

Pasal 81 

(1) Pengusaba, pekeq'a/burub, serikat pekeqa/serikat burub, dan Pemerintab 
Daerab, dengan segala upaya barus mengusabakan agar tidak teqadi 
PHK. 



(2) Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maka dirundingkan oleh 
pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekeqa/burub 
apabila pekeqa/burub yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat 
pekeqa/serikat buruh. 

(3) Dalam bal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak 
mengbasilkan persetujuan, pengusaba banya dapat melakukan PHK 
kepada pekeqa/burub setelab memperoleh penetapan dari Lembaga 
Penyelesaian Hubungan Industrial. 

(4) Pekeqa/burub yang mengalami PHK tanpa penetapan Lembaga 
Penyelesaian Perselisiban Hubungan Industrial yang berwenang dan 
pekeqa/burub yang bersangkutan tidak dapat menerima PHK tersebut, 
maka pekeqa/burub dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian 
Perselisiban Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun 
sejak tanggal dilakukan PHK. 

Pasal 82 

(1) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisiban bubungan industrial 
belum ditetapkan, baik pengusaba maupun pekeqa/burub barus tetap 
melaksanakan segala keannya. 

(2) Pengusaba dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan skorsing kepada 
pekeqa/burub yang sedang dalam proses PHK dengan tetap membayar 
upab beserta bak-bak lainnya yang biasa diterima pekeqa/burub, 

Pasal 83 

(1) Pengusaba dilarang melakukan PHK dengan alasan : 
a. pekeqa/burub berbalangan masuk kerja karena sakit menurut 

dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara 
terus-menerus; 

b. pekeqa/buruh berbalangan menjalankan pekeijaannya karena 
memenubi kean terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

c. pekeqa/burub menjalankan ibadab yang diperintabkan oleh agamanya; 
d. pekeqa/burub menikab; 
e. pekeqa/burub perempuan bamil, melabirkan, gugur kandungan, atau 

menyusui bayinya; 
f. pekeqa/burub mempunyai pertalian darab dan/atau ikatan perkawinan 

dengan pekeqa/burub lainnya di dalam satu perusabaan, kecuali telab 
diatur dalam peq'anjian keq'a, peraturan perusabaan, atau peq'anjian 
kerja sama; 

g. pekeqa/burub mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat 
pekeqa/serikat burub di luar j a m keq'a, atau di dalam j am kerja atas 
kesepakatan pengusaba, atau berdasarkan ketentuan yang diatur 
dalam peq'anjian keqa, peraturan perusabaan, atau peq'anjian keq'a 
bersama; 

b. pekeq'a/burub yang mengadukan pengusaba kepada yang ber 
mengenai perbuatan pengusaba yang melakukan tindak pidana 
kejabatan; 

i . perbedaan pabam, agama, aliran politik, suku, wama kul i t , 
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; 

j . pekeqa/burub dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan 
keqa, atau sakit karena hubungan keqa yang menurut surat 



keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat 
dipastikan. 

(2) Pengusaha yang melakukan PHK dengan alasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempekeq'akan kembali pekeqa/buruh yang bersangkutan. 

Pasal 84 

Dalam bal putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Mabkamab 
Agung dan/atau Lembaga penyelesaian perselisiban yang lain telab memutus 
dan memiliki kekuatan bukum tetap (inkracht van gewijsde), yang 
menyatakan pekeq'a/burub bekeqa kembali, maka pengusaba 
mempekeq'akan kembali. 

Paragraf 2 
Pensiun 

Pasal 85 

(1) Pekeqa/burub yang telab memasuki usia pensiun berbak mengajukan 
pensiun secara tertulis kepada pengusaba. 

(2) Pengusaba dapat menolak pekeq'a/burub yang mengajukan pensiun 
sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila masib membutubkan 
pekeq'a/burub tersebut. 

(3) Pengusaba memnubi bak-bak pekeq'a/burub yang telab dinyatakan 
pensiun. 

(4) Ketentuan usia pensiun dan pemenuban bak-bak Pekeqa/buruh yang 
telab dinyatakan pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 3 
Meninggal Dunia 

Pasal 86 

Dalam bal bubungan kerja berakbir karena pekeqa/burub meninggal dunia 
pengusaba memberikan kepada abl i waris pekeq'a/burub bersangkutan 
uang dengan perbitungan : 
a. 2 (dua) kal i uang pesangon; 
b. 1 (satu) kab uang pengbargaan masa keqa; dan 
c. uang penggantian bak sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Paragraf 4 
Perusahaan Tutup 

Pasal 87 

Pengusaba dapat melakukan pemutusan bubungan keqa terhadap 
pekeq'a/burub karena perusabaan tutup dengan ketentuan pekeqa/burub 
berbak atas uang pesangon, uang pengbargaan masa keqa dan uang 
penggantian bak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 



(5) Setiap perusahaan wajib mengikutsertakan semua pekeqa/burub dan 
keluarganya dalam program jaminan sosial. 

(6) Pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

BAB XI 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 91 

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 45, Pasal 61 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 
ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (5) 
dikenakan sanksi administratif. 
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 
a. teguran; 
b. peringatan tertulis; 
c. pembatasan kegiatan usaha; 
d. pembekuan kegiatan usaba; 
e. pembatalan pendaftaran; 
f. pengbentian sementara sebagian atau selurub alat produksi; 
g. pencabutan izin. 
Ketentuan lebib lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 92 

Segala kebijakan Daerah, perizinan, pengesaban dan rekomendasi yang telab 
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerab in i , dinyatakan masib tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan 
Daerah in i . 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 93 

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerab in i barus sudab 
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tabun sejak diundangkannya Peraturan 
Daerah in i . 



Pasal 94 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerab Kabupaten 
Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 1 - 4 - 2 0 1 9 

BUPATI PACITAN 

Diundangkan dl Pacitan 
Pada tanggal 1 - 4 - 2019 

SEKRETARIS J3AERAH 

Drs. SUKO WIYONO, MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 1 015 

INDARTATO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 4 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA 
TIMUR NOMOR 63-4/2019 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG 
PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN TENAGA KERJA 

UMUM 
Pembangunan ketenagakeqaan sebagai bagian integral dari pembangunan 
nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tabun 1945, dilaksanakan dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutubnya dan pembangunan 
masyarakat Indonesia selurubnya untuk meningkatkan barkat, martabat, 
dan barga dir i tenaga keq'a serta mewujudkan masyarakat sejabtera, adil, 
makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual. 
Pembangunan ketenagakeqaan di Daerah barus diatur sedemikian rupa 
sebingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 
tentang Pemerintaban Daerab sebagaimana telab diubab beberapa kal i 
terakbir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubaban 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban 
Daerab serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang 
kondusif bagi pengembangan dunia usaha. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban 
Daerab sebagaimana telab diubab beberapa kal i terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerab, dijelaskan 
mengenai kewenangan Pemerintab Daerab di bidang KetenagsJceq'aan, 
yaitu: 
1. sub urusan Pelatiban Keqa dan Produktivitas Tenaga Keq'a; 
2. sub urusan Penempatan Tenaga Keqa; dan 
3. sub urusan Hubungan Industrial. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan pembangunan ketenagakerjaan 
pada Pemerintab Daerab lebib diarabkan pada bentuk pelayanan 
pemberdayaan dan pelindungan tenaga keqa, di mana Pemerintab Daerab 
agar lebib fokus pada permasalaban pelatiban keqa dan produktivitas 
tenaga keqa, penempatan tenagakeqa, dan bubungan industrial. Selain 
i tu meskipun urusan pengawasan ketenagakerjaan bukan lagi menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerab, namun perlu adanya upaya dan peran 
Pemerintab Daerab yang menguasai wilayah administrasi untuk 
melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan pengawasan 
ketenagakerjaan d i wilayabnya. 
Sebagai bentuk komitmen Pemerintab Daerab untuk mengupayakan 
terpenubinya bak-bak tenaga keqa sesuai peraturan perundang-
undangan maka dalam peraturan daerab in i diatur pula masalab 
wewenang dan tanggungjaab Pemerintab Daerab, perlindungan dan 
pengupaban, fasilitas keqa, serta telaksananya ketentuan di bidang 
jaminan sosial tenaga keq'a. 
Oleb karena i tu ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerab 
in i meliputi, Pelatiban Kerja dan Produktivitas Tenaga Keqa, wewenang 
dan tanggungjawab Pemerintab Daerab, penempatan Tenaga Keqa dan 
perluasan kesempatan keqa, perlindungan dan pengupaban, dan 
Hubungan Industrial, fasilitas keqa, dan jaminan sosial. 



PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Cukup jelas. 
Pasal? 

Cukup jelas. 
Pasal 8 

Ayat ( l ) 
Yang dimaksud dengan "Pelatihan Berbasis 
Kompetensi" yang adalab pelatiban keqa yang 
menitikberatkan pada penguasaan kemampuan keqa 
yang mencakup pengetabuan, keterampilan, dan sikap 
sesuai dengan standar yang ditetapkan dan 
persyaratan di tempat keqa. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 



Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 



Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Cukup jelas. 

Pasal 74 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Cukup jelas. 



Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81 
Cukup jelas. 

Pasal 82 
Cukup jelas. 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Cukup jelas. 

Pasal 85 
Cukup jelas. 

Pasal 86 
Cukup jelas. 

Pasal 87 
Cukup jelas. 

Pasal 88 
Cukup jelas. 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 

Pasal 91 
Cukup jelas. 

Pasal 92 
Cukup jelas. 

Pasal 93 
Cukup jelas 

Pasal 94 
Cukup jelas 
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